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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

NOMOR : 343/HK.06.4-Kpt/7109/Kab/XI/2020 

TENTANG 

PENETAPAN SANKSI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN 

SUARA DI KELURAHAN PANIKI KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN KEPULAUAN 

SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 angka (4c) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 

Biaro tentang Penetapan Sanksi Anggota Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Paniki 

Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun… 
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Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dala 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1498); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

4.Keputusan… 
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4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-

Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis 

Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, 

Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro Nomor 150/PP.02.2-

Kpt/7109/Kab/XI/2020 tentang Penetapan Dan 

Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara Di Kelurahan Paniki Kecamatan Siau 

Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 

Tahun 2020. 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro Nomor 341/HK.06.4-

Kpt/7109/Kab/XI/2020 tentang Pemberhentian Sementara 

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di 

Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. 

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 

132/HK.06.4-BA/7109/Kab/XI/2020 tanggal 20 November 

2020; 

2. Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode 

Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta 

Integritas. Tanggal 23 November 2020 atas  Laporan Nomor 

02/HK.06.4-Lp/7109/PE-2/XI/2020. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN 

SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENETAPAN SANKSI 

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI 

KELURAHAN PANIKI KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN 

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 

2020 

KESATU : Menetapkan Sanksi Peringatan Tertulis terhadap Sdr. Meitha 

Kaghansa Sebagai Anggota KPPS TPS 003 Kelurahan Paniki 

Kecamatan Siau Barat. 

KEDUA… 
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KEDUA : Selain Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU. Sdr. Meitha Kaghansa diberikan sanksi tambahan 

berupa tidak dapat diangkat sebagai Ketua KPPS TPS 003 Kelurahan 

Paniki Kecamatan Siau Barat. 

KETIGA : Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU diberikan untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan 

oleh PPS Kelurahan Paniki, PPK Kecamatan Siau Barat, dan KPU 

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Ondong Siau  

Pada tanggal 23 November 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

ttd 

STEVANUS KAARO 
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